Menimbang

Mengingat

WALIKOTA PAGAR ALAM

FROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 314 TAHUN g0&3%

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

a.

WALI KOTA PAGAR ALAM,

bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Dacrah
mengusulkan pejabat di lingkungan Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Dacrah kepada Kepala Daerah untuk
ditetapkan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah;
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun
2024, maka perlu ditunjuk Kuasa Bendahara Umum
Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Penunjukan
Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Pagar Alam Tahun

Anggaran 2024,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



Menetapkan
KESATU

KEDUA

Negara Republik Indonesia Nomor 5389 sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

5_0

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

FJI

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Berita Daerah Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daecrah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam
Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Pagar
Alam Tahun Anggaran 2024,

Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU kepada Kepala Bidang

Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Pagar



KIETIOA

KISIEMPAT

KILIMA

KISIKNAM

Alinm,

Kuatn Bendahore Umom Daernh sebagnimann dimaksud

pada dictnm KIEDUA mempunyai tugnn;

i, menerbitknn Surat Perintah Pencniran Dana;

by, memantou pelaknnnnnn penerimann dan pengeluaran
Anpparnn Pendapatan Belanjon - Daerah - oleh bank
dun/ata lembapn kennngnn lninnyan yang telah ditunjuk;

¢ melnknonalam penempatan unng  dacrah dan
mengelola/menntausnhakan investasi,

d, melnkukan  pembayaran  atas  permintaan  Pengguna
Anpearan/Kunsn Pengguna Anggaran atas  beban
Anpearan Pendonpatan Belanjn Daerah

Kuasn  Bendahora Umum Daerah dalam  melaksanakan

tugasnyn sebapanimana - dimaksud  pada diktum - KETIGA

bertanpgpung  jaowab  kepada  Pejabat - Pengeloln Keuangan

Daernh selaku Bendanhara Umum Daerah.,

Sepaln binya yang  timbul  sebagai akibat  ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belonjo Dacrah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024,

Keputusan ini berloku sejok tanggal 1 Januari 2024 sampai

denpan 31 Desember 2024,

Ditetapkan di Pagar Alam

pada tanggal 3.8 » Desemp e 8092

Pj. WALI KOTA BAGAR ALAM,

dto

LUSIN'TA YUDHA KURNIA





